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Abstrak

Implementasi strategi Joint Development BUMNIP dalam sektor industri pertahanan melibatkan
kolaborasi beberapa BUMN. Namun, perbedaan dalam kepentingan dan struktur organisasi setiap
BUMN menyulitkan penyelarasan tujuan, strategi, dan keputusan bersama yang efektif dan
efisien. Untuk mengatasi hal ini, BUMN industri pertahanan perlu menerapkan prinsip-prinsip
GCG, memperkuat industri pertahanan nasional, dan mempertimbangkan kebijakan negara serta
revitalisasi industri pertahanan. Selain itu, kerjasama pertahanan dan joint development dengan
mitra dalam- dan luar negeri, serta perkembangan kebijakan industri pertahanan juga perlu
dipertimbangkan. Penggunaan drone dalam industri pertahanan, kemandirian alutsista, dan
peran holding company juga menjadi faktor penting. Implementasi kebijakan pengadaan alutsista
dalam kerangka MEF, strategi government relations, serta pembentukan kerjasama industri
pertahanan dan pemberdayaan industri mikro dan kecil juga relevan. Konsep kerjasama industri
pertahanan mitra laut, revitalisasi industri pertahanan melalui alih teknologi, dan pengembangan
industri pertahanan mandiri juga diperlukan. Kerjasama dengan mitra seperti Korea Selatan,
peningkatan kemampuan industri pertahanan untuk kemandirian, dan kerjasama Indonesia-
Turki dalam pembuatan medium tank juga menjadi strategi penting bagi BUMN industri
pertahanan.

Kata Kunci: Joint Development, BUMN, Pertahanan, Kerjasama, dan Komparatif.
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yang dimaksud dengan kerja sama
adalah pengelompokkan antar mahkluk
hidup yang saling kenal. Adapun
menurut Abdul Syani, yang dimaksud
dengan kerja sama adalah proses sosial
yang didalam-Nya terdapat kegiatan
tertentu dalam mencapai tujuan yang
sama dengan saling membantu dan
memahami satu sama lain. Sedangkan
menurut hukum bisnis, kerja sama
adalah aturan dalam menjalin hubungan
dengan mitra untuk mencapai tujuan
saling menguntungkan dan dilakukan
dengan cara sukarela.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
meluncurkan Holding dan program
strategis Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Industri Pertahanan bernama
Defence Industry Indonesia atau Defend
ID, dilansir dari setkab.go.id, peluncuran
Defend ID dilakukan di PT PAL Indonesia
(Persero), Kota Surabaya, Jawa Timur,
Rabu 20 April 2022 untuk Membangun
kemandirian  sekaligus = mendorong
industri pertahanan dalam negeri siap
memasuki era persaingan baru dan
mampu memenuhi kebutuhan
pertahanan pokok untuk menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Badan Usaha Milik Negara
Industri Pertahanan / Defence Industry
Indonesia (DEFEND ID) adalah gabungan
kerjasama antar industri pertahanan di
Indonesia yang didalamnya terdapat PT
PAL, PT LEN, PT Pindad, PT Dahana dan
PT Dirgantara Indonesia. Adapun tujuan
dari adanya Defence Industry Indonesia
(DEFEND ID) adalah untuk mempercepat
pembangunan dalam industri
pertahanan untuk meningkatkan
kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan
teknologi. Adapun struktural dari
Defence Industry Indonesia (DEFEND
ID) adalah PT LEN sebagai induk
perusahaan, PT Dahana, PT Pindad, PT
Dirgantara dan PT PAL sebagai anggota
perusahaan.

Misi  Defend ID  adalah
membangun kolaborasi inovasi nasional
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serta membangun kemandirian
teknologi dan meningkatkan daya saing
perusahaan, serta menjadi bagian dari
rantai pasokan global dengan
mengembangkan kemitraan strategis
global dan berfungsi sebagai kekuatan
pendorong utama untuk pengembangan
ekosistem industri dalam negeri.
Manfaat holding Defend ID,
direktur Utama Len Industri Bobby
Rasyidin mengatakan, pembentukan
Defend ID akan membawa manfaat bagi
seluruh anggota holding, terutama dalam
bidang :
1) Meningkatkan kemampuan
finansial serta akses terhadap

pendanaan.
2) Holding BUMN  Industri
Pertahanan dapat

memperluas pasar industri
pertahanan ke skala regional
dan internasional.

3) Meningkatkan bargaining
power dalam kerja sama alih
teknologi dengan mitra asing.

Pembentukan holding BUMN
Industri Pertahanan harus menjadi
solusi dalam membangun industri
pertahanan nasional yang maju, kuat,
mandiri, dan berdaya saing. Tujuan
jangka panjang holding ini adalah
menciptakan kemandirian dalam
pemenuhan alat peralatan pertahanan
dan keamanan (alpalhankam) TNI dan

Polri. Selain itu, mengintegrasikan
industri pendukung C5ISR (command,
control, communication, computer,
cyber, intelligence, surveillance, and
reconnaissance) dan.’ material,
pengembangan supply chain, serta
mendukung program prioritas
pemerintah.

Namun, dalam praktik
implementasi rancangan Joint
Development  BUMNIP  melibatkan

kolaborasi antara beberapa BUMN di
sektor industri pertahanan kepentingan
dan struktur organisasi nyatanya
berbeda setiap BUMN (Andaru, 2020).
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Sehingga hal ini menyebabkan kesulitan
dalam menyelaraskan tujuan, strategi,
dan  keputusan bersama Dengan
demikian diperlukan upaya yang kuat
untuk menciptakan mekanisme
kerjasama yang efektif , memperkuat
komunikasi, dan memastikan
keselarasan dalam pengembangan
produk dan teknologi pertahanan.
Selain itu, pengembangan kerjasama
yang solid antara BUMNIP
membutuhkan manajemen yang efisien,
pertukaran informasi dan sinergi dalam
sumber daya dan keahlian yang dimiliki
oleh masing-masing BUMN
(Susdarwono, 2020). Jika tidak ditangani
dengan baik, masalah koordinasi dan
kolaborasi dapat menghambat kemajuan
proyek memperlambat pengembangan
produk, dan mengurangi efisiensi dari
Joint Development BUMNIP secara
keseluruhan.

Penelitian  terdahulu  yang
dilakukan oleh Endro Tri Sudawono Dkk
(2020) dalam penelitiannya yang
berjudul kebijakan negara terkait
perkembangan dan revitalisasi industri
pertahanan Indonesia dari masa ke
masa”. Jenis Penelitian ini merupakan
penelitian  hukum  normatif, tipe
penelitiannya  menggunakan Kkajian
komprehensif analitis dan
pendekatannya normatif  analitis.
Persamaan  penelitian  sebelumnya
dengan penelitian ini adalah Objek yang
diteliti adalah sama-sama BUMNIP serta
Jenis dan metode pendekatan penelitian
yang digunakan sama- sama
menggunakan metode deskriptif Analitis
sedangkan perbedaan penelitian
Susdarwo (2020) dengan penelitian ini
Subjek dalam penelitian sebelumnya
adalah kebijakan pemerintah sedangkan
dalam penelitian ini yang menjadi
objeknya adalah Kerja sama/ Joint
Development. Selanjutnya, Teori yang
digunakan dalam penelitian sebelumnya
adalah Hukum Normatif dengan kajian
konferensif, sedangkan teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
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teori komparatif dan teori Kerja sama .
Fokus dalam penelitian sebelumnya
adalah kebijakan pemerintah di bidang
hukum, teori sedangkan pada penelitian

ini  fokus  penelitiannya  adalah
implementasi kerjasama atau joint
Development.

Melalui penelitian ini, peneliti
akan memanfaatkan teori komparatif
dan teori kerja sama untuk menciptakan
kolaborasi yang efektif antara BUMN
industri pertahanan dengan berbagai
institusi. Melalui pendekatan teori
komparatif dan kerja sama, penelitian ini
bertujuan  untuk  mengidentifikasi
strategi dan solusi konkret yang dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
program alutsista nasional di masa
depan. Dengan memanfaatkan
pembelajaran dari studi terdahulu,
penelitian ini akan memberikan
rekomendasi yang relevan untuk
menghadapi tantangan yang dihadapi
oleh BUMN industri pertahanan dan
menciptakan kerangka kerja yang lebih
kuat untuk rancangan join Development
yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan
analisis deskriptif yaitu suatu teknik
analisis yang  digunakan  dalam
menganalisis data dengan cara membuat
deskripsi dari data yang ada tanpa
membuat generalisasi (Sholikhah, 2016).
Dalam penelitian ini, tujuan analisis
deskriptif ~ adalah untuk
mengumpulkan informasi aktual yang
rinci dan menggambarkan gejala saat ini,
mengidentifikasi masalah, atau
memeriksa kondisi dan praktik yang
relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Misi dari Holding
BUMNIP yaitu membangun kolaborasi
inovasi nasional serta membangun
kemandirian teknologi dan
meningkatkan daya saing perusahaan



Sailenius Amelion Wihyawari, Aries Sudiarso, I. B Putra Jandhana
Strategi Joint Development Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan Program............. (Hal 3228-3238)

serta menjadi bagian dari rantai pasokan
global dengan mengembangkan
kemitraan strategis global dan berfungsi
sebagai kekuatan pendorong utama
untuk pengembangan ekosistem industri
dalam negeri.

Teori Komparatif

Teori komparatif dapat
diterapkan dalam rancangan joang
Development BUMN industri pertahanan
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi
dalam program alutsista nasional di
masa depan. Berikut adalah penjelasan
teori komparatif yang dapat diterapkan
dari penelitian sebelumnya:

1) Penerapan Good Corporate

Governance (GCQ)

Teori komparatif menunjukan
bahwa penerapan GCG yang baik pada
BUMN industri pertahanan dapat
meningkatkan nilai perusahaan dan
memelihara pertumbuhan yang
berkelanjutan (Amarilis dkk., 2022).
Dengan menerapkan prinsip-prinsip
GCG, seperti yang diatur dalam
Keputusan Menteri BUMN, BUMN
industri pertahanan dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi operasional
mereka.

2) Strategi Penangkalan dan
Industri Pertahanan Nasional

Teori komparatif menekankan
pelantingnya industri pertahanan dalam
mendukung strategi penangkalan negara
(Mahendi, 2022). Dalam hal ini,
pengembangan alutsista yang canggih
dan kekuatan militer yang memadai

menjadi  kunci dalam  mencapai
keunggulan strategis. Dengan
memperkuat  industri pertahanan

nasional, negara dapat mengoptimalkan
penggunaan alutsista yang dimiliki untuk
mendukung strategi penangkalan yang
efektif.

3) Kebijakan Negara dan
Revitalisasi Industri
Pertahanan
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Penelitian oleh Susdarwono,
dkk. (2020) menunjukkan bahwa
kebijakan negara berperan penting
dalam perkembangan dan revitalisasi
industri pertahanan di Indonesia.
Melalui pembentukan tim, dewan, dan
badan, pemerintah berupaya
mempercepat pembangunan industri
pertahanan nasional. Kebijakan tersebut
berhubungan dengan upaya mencapai
kemandirian alutsista nasional yang
lebih efektif dan efisien.

4) Kerjasama Pertahanan dan
Joint Development

Penelitian oleh Umlati (2021)
menunjukkan bahwa kerja sama
pertahanan, terutama melalui program
Joint Development, dapat meningkatkan
kemampuan pertahanan dan
mewujudkan kemandirian alutsista.
Contohnya adalah kerja sama Indonesia-
Turki dalam pembuatan Medium Tank.
Kerja sama semacam ini dapat
membantu dalam membangun industri
pertahanan yang efektif dan efisien di
masa depan.

5) Perkembangan Kebijakan
Industri Pertahanan
Penelitian oleh Rasyida, dkk.

(2022) menyatakan bahwa
perkembangan  kebijakan  industri
pertahanan di Indonesia melalui

landasan hukum yang telah ada. Dengan
adanya UU No. 16 Tahun 2012 dan
perubahan landasan hukum melalui UU
Omnibus Law 2020, pemerintah
berupaya meningkatkan efektivitas dan
efisiensi industri pertahanan dalam
program alutsista nasional.

6) Fleksibilitas Peran Drone
dalam Industri Pertahanan
Studi oleh Lesmana, dkk. (2021)
mengungkapkan bahwa kehadiran drone
sebagai  teknologi  tinggi dapat
memberikan solusi dalam berbagai
masalah terkait kebutuhan pertahanan,
termasuk dalam mengatasi masalah
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ilegal Fishing, imigran gelap,
pembajakan, banjir, kebakaran hutan,
terorisme, dan infiltrasi militer negara
lain. Penggunaan drone dalam industri
pertahanan dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi alutsista
nasional di masa delapan.

7) Kemandirian Alutsista dan
Efek Deterrent

Studi oleh Irwanto, dkk. (2022)
mengemukakan bahwa kemandirian
alutsista nasional dalam memproduksi
alat pertahanan dan keamanan dapat
menciptakan efek deterrent dalam
hubungan antar negara. Dengan
mengacu pada  perbedaan  cara
mengelola industri pertahanan antara
negara maju dan  berkembang,
penerapan strategi yang sesuai dengan
kondisi lingkungan dapat meningkatkan
performa industri pertahanan dan
mencapai kemandirian alutsista yang
lebih efektif dan efisien.

8) Peran Holding Company
dalam Industri Pertahanan

Studi oleh Hidayati, dkk. (2021)
mengemukakan pentingnya
pembentukan Holding Company dalam
industri pertahanan Indonesia. Faktor-
faktor ekonomi, teknologi, dan hukum
menjadi latar belakang pembentukan
Holding Company untuk mengatasi
permasalahan dalam industri
pertahanan. Holding Company dapat
memperkuat ketahanan ekonomi,
mendorong investasi, melakukan joint
production, memfasilitasi pengadaan
teknologi canggih, dan mendorong
reformasi dalam pengelolaan industri
pertahanan. Hal ini berkontribusi pada
efektivitas dan efisiensi program
alutsista nasional di masa depan.

9) Implementasi Kebijakan
Pengadaan Alutsista dalam
Kerangka Minimum Essential
Force (MEF)
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Studi oleh Andalus & Djuyandi
(2022) menunjukan pentingnya
peningkatan pengadaan Alutsista dalam
mencapai target Minimum Essential
Force (MEF) yang telah ditetapkan.
Sumber daya finansial merupakan faktor
yang signifikan dalam keberhasilan
kebijakan pemenuhan MEF. Selain itu,
payung hukum yang jelas, seperti
Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014,
menjadi landasan penting dalam
pengadaan  Alutsista. Implementasi
kebijakan pengadaan Alutsista yang
efektif dan efisien akan berkontribusi
pada program alutsista nasional di masa
depan.

Government
dalam Industri

10) Strategi
Relations
Pertahanan

Studi oleh Prabawati (2014)

menyoroti pentingnya strategi
government relations yang dilakukan
oleh PT PAL Indolnelsia (Persero)
terhadap Komite Kebijakan Industri
Pertahanan dalam penunjukan lead
integrator alutsista matra laut. Strategi
ini melibatkan upaya menjalin hubungan
dengan pemerintah dan mempengaruhi
kebijakan. Melalui direct lobbying,
audiensi, dan special event, PT PAL
Indonesia (Persero) dapat memengaruhi
keputusan pembuatan kebijakan.
Strategi government relations yang
efektif dapat menjadi contoh terbaik
dalam mendukung rancangan joint
development BUMN industri pertahanan.

Teori Kerjasama

Teori kerjasama juga relevan
dalam rancangan joint Development
BUMN industri pertahanan. Berikut
adalah penjelasan teori kerjasama yang
dapat berdasarkan penelitian
sebelumnya :

1) Pembentukan Kerjasama

dalam Industri Pertahanan

Penelitian oleh Setiarto (2022)
menunjukkan bahwa kerjasama dalam
industri pertahanan, seperti Defence
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Industry Indonesia (DEFEND ID), dapat
mempercepat pembangunan industri
pertahanan dan meningkatkan
kapabilitas serta kapasitas pemasaran
dan teknologi. Melalui kerjasama ini,
BUMN industri pertahanan dapat bekerja
sama dengan pihak swasta untuk

mengatasi permasalahan dalam
pengembangan industri pertahanan,
seperti kelemahan dalam bidang

kapabilitas, kapasitas, pemasaran, dan
teknologi.

2) Pemberdayaan Industri

Mikro dan Kecil

Pemberdayaan industri mikro
dan kecil dalam industri pertahanan juga
merupakan bentuk kerja sama yang
dapat diterapkan. Penelitian oleh
Situmorang &  Novalino  (2023)
menunjukkan bahwa PT Pindad telah
melakukan pemberdayaan terhadap
mitra UMK dengan memberikan
pelatihan, bantuan modal usaha, dan
pemasaran. Dalam rancangan joint
Development, kerjasama dengan industri
mikro dan kecil dalam bidang industri
pertahanan dapat meningkatkan
efisiensi produksi dan pemenuhan
kebutuhan alutsista nasional.

3) Relasi Antar Aktor dalam
Kerjasama Industri
Pertahanan

Penelitian oleh Sudirman, dkk.

(2023) menggambarkan dinamika relasi
antar aktor yang terlibat dalam kerja
sama industri pertahanan di Indonesia.
Melalui kerja sama antara aktor negara

dan non-negara, seperti legislator,
governance agency, dan privatel
company, serta end-user, industri
pertahanan dapat meningkatkan
efektivitas  dan  efisiensi  dalam
pemenuhan kebutuhan pertahanan

matra darat.

4) Konsep Kerjasama Industri
Pertahanan Matra Laut
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Penelitian oleh Parawita & Arif
(2022) menunjukkan bahwa kerja sama
antara industri pertahanan nasional dan
industri pendukung pertahanan nasional
memiliki  peran  penting  dalam
membangun alutsista TNI Angkatan
Laut. Melalui konsep pengembangan
klaster dan transfer of technology (ToT),
kerjasama tersebut dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi  produksi
alutsista di bidang matra laut.
5) Revitalisasi Industri
Pertahanan melalui  Alih
Teknologi

Penelitian oleh Oemry (2021)
menyoroti pentingnya alih teknologi
dalam revitalisasi industri pertahanan
nasional. Dengan mengatur regulasi
hukum yang tepat, pemerintah dapat
mendorong alih teknologi alutsista untuk
mempercepat pengembangan industri
pertahanan dan mencapai kemandirian
alutsista yang lebih efektif dan efisien.

6) Pengembangan Industri

Pertahanan Mandiri

Studi oleh Ekwandono

(2022) mengungkapkan bahwa
pengembangan industri pertahanan
yang mandiri memiliki dampak pada
perekonomian suatu negara, terutama
dalam meningkatkan Produk Domestik
Bruto (PDB). Pengembangan industri
pertahanan di Indonesia diatur melalui
undang-undang yang mengedepankan
sumber daya manusia, perkembangan
teknologi informasi, dan adaptasi
terhadap perkembangan  zaman.
Dengan mengintegrasikan pembelajaran
dari negara maju dan menerapkan
undang-undang yang sesuai, industri
pertahanan dapat lebih efektif dan
efisien dalam mendukung program
alutsista nasional.

7) Kerja sama dengan Korea
Selatan dalam Industri
Pertahanan
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Studi oleh Saputro (2022)
menyoroti kerja sama Indonesia dengan
Korea Selatan dalam bidang industri
pertahanan, terutama dalam
pengembangan kapal selam dan pesawat
tempur. Penelitian ini menekankan
pelantingnya implementasi dan strategi
kerjasama dalam industri pertahanan.

Perlu adanya strategi pemenuhan
sumber daya manusia, sarana dan
prasarana pendukung, serta

inventarisasi perusahaan nasional yang
bergerak di bidang industri pertahanan
untuk memastikan alih  teknologi
berjalan lancar dan mendukung
revitalisasi industri pertahanan.

8) Peningkatan Kemampuan
Industri Pertahanan untuk
Kemandirian

Studi oleh Widyatmolkol, dkk.

(2022) menekankan  pelantingnya
peningkatan =~ kemampuan  Industri
Pertahanan dalam negeri  untuk
mendukung kemandirian negara dalam
memenuhi kebutuhan Alutsista. Dengan
mengurangi ketergantungan terhadap
impor alutsista, Indonesia dapat
mencapai kemandirian dalam sektor
pertahanan. Sinergi antara pemerintah,
pelaku industri, dan riset dan
pengembangan teknologikan menjadi
faktor kunci dalam mengatasi tantangan
dalam mengembangkan industri
pertahanan dan membangun
kemampuan pertahanan yang efektif dan
efisien.

9) Kerja sama Indonesia-Turki
dalam Pembuatan Medium

Tank
Studi oleh Mbanggo (2019)
mengevaluasi kerja Samadi bidang
pertahanan antara Indonesia dan Turki
melalui PT. Pindad dan FNSS Defence
Systems dalam program pembuatan
medium tank. Kerjasama ini merupakan
salah satu dari tujuh program
kemandirian industri pertahanan yang
dilakukan oleh pemerintah melalui
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Komite Kebijakan Industri Pertahanan
(KKIP). Melalui alih teknologi dari FNSS
Defence Systems, PT. Pindad dapat
menghasilkan medium tank dengan
spesifikasi unggul, yang berkontribusi
pada kemandirian industri pertahanan
dalam negeri.

Tantangan dan Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian
yang berkaitan dengan joint
Development badan usaha milik negara
industri pertahanan dalam program
alutsista  nasional, peneliti dapat
memaparkan tantangan yang dihadapi
BUMN Industri Pertahanan dalam
merancang joint Development adalah
sebagai berlikut:

1) Ketergantungan teknologi
Industri  pertahanan  di
Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam hal
kemampuan teknologi dan
ketergantungan pada
komponen impor, yang dapat
mengancam pencapaian
kemandirian.

2) Persaingan global
Pelaku industri pertahanan
swasta perlu bersaing secara
global, yang membutuhkan
inovasi berkelanjutan dan
jaringan bisnis yang kuat.

3) Ketidakpastian ekonomi
Fluktuasi ekonomi dan krisis
dapat berdampak pada
industri pertahanan
mempengaruhi pendanaan,
investasi, dan permintaan
pasar untuk produk
pertahanan.

4) Alih teknologi
Kendala dalam mencapai
kemandirian industri
pertahanan dan Kkesulitan
dalam melakukan alih
teknologi menjadi tantangan
yang perlu diatasi.
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Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi masalah yang
terkait dengan rancangan Joint
Development badan usaha milik negara
industri pertahanan dalam program
alutsista nasional yang lebih efektif dan
efisien di masa depan, beberapa upaya
yang dapat dilakukan adalah sebagai
berikut :

1) Penguatan riset

pengembangan teknologi

BUMNIP dapat mengembangkan
kemampuan riset dan pengembangan
teknologi dalam industri pertahanan
dengan memperkuat kerja sama dengan
lembaga riset dan perguruan tinggi, serta
mencari kemitraan dengan negara maju
untuk transfer teknologi.

dan

2) Peningkatan daya saing dan
inovasi
BUMNIP harus terus berinovasi
dan meningkatkan daya saingnya dalam
industri pertahanan melalui peningkatan
kualitas produk, efisiensi produksi, dan
pemasaran yang efektif.

3) Kerja sama dengan industri
pendukung dalam negeri

BUMNIP dapat meningkatkan
kerja sama dengan industri pendukung
dalam negeri untuk mengurangi
ketergantungan pada komponen impor
dan memperkuat kemampuan produksi
alutsista dalam negeri.

4) Diversifikasi sumber
pendanaan

BUMNIP harus mencari sumber

pendanaan alternatif dan

mengoptimalkan penggunaan sumber
daya manusia dan finansial yang tersedia
untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

5) Meningkatkan efisiensi
operasional

BUMNIP  perlu  melakukan

efisiensi operasional untuk mengatasi

keterbatasan anggaran, dengan

mengidentifikasi area yang dapat
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dioptimalkan dan
pemborosan.

Upaya penyelesaian tersebut
perlu didukung oleh komitmen dan kerja
sama yang kuat antara BUMN,
pemerintah, sektor swasta, perguruan
tinggi, dan pemangku Kkepentingan
lainnya. Dengan demikian masalah yang
dihadapi oleh BUMNIP dapat diatasi
secara efektif, sehingga misi untuk
membangun kolaborasi inovasi nasional,
meningkatkan kemandirian teknologi,
meningkatkan daya saing perusahaan,
menjadi bagian dari rantai pasokan
global, dan mengembangkan ekosistem
industri dalam negeri dapat tercapai.

mengurangi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di
atas, dapat diambil beberapa
kesimpulan. BUMNIP memiliki kekuatan
dalam memenuhi kebutuhan
modernisasi dan perlengkapan
pertahanan di Indonesia, menjalin kerja
sama dengan usaha mikro dan Kkecil,
menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik, serta mendapatkan dukungan
pemerintah yang kuat terhadap industri
pertahanan. Namun, BUMNIP juga
menghadapi beberapa tantangan, seperti
implementasi GCG terbatas, manajemen
yang kurang memadai, ketergantungan
pada komponen impor, dan kesenjangan
dalam  penguasaan iptek bidang
pertahanan.

Terdapat pula peluang, seperti
penguatan kemampuan pertahanan
nasional, kerja sama dengan mitra
internasional, dan kebijakan pemerintah
yang mendukung. Di sisi lain, BUMNIP
juga menghadapi ancaman dalam bentuk
ketergantungan teknologi, persaingan
global, dan ketidakpastian ekonomi.

Implikasi dari penelitian ini
adalah pentingnya BUMNIP untuk
memanfaatkan kekuatan dan peluang
yang dimilikinya, sambil mengatasi
tantangan dan menghadapi ancaman
yang ada. Dalam rangka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi strategi joint
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development, BUMNIP perlu
memperkuat implementasi GCG di BUMN
lainnya, meningkatkan = manajemen
strategi industri pertahanan,
mengurangi ketergantungan pada
komponen impor, dan meningkatkan
penguasaan iptek bidang pertahanan.
Selain  itu, BUMNIP juga perlu
memanfaatkan kerjasama dengan mitra
internasional dan memperkuat
kemampuan industri pertahanan dalam
negeri, dengan fokus pada transfer
teknologi dan peningkatan daya saing
global. Saran  untuk  penelitian
selanjutnya adalah mendalaminya lebih
lanjut dengan fokus pada strategi
konkretnya dalam joint development
industri pertahanan. Penelitian tersebut
dapat melibatkan analisis. lebih rinci
tentang implementasi GCG di BUMN
industri pertahanan, strategi manajemen
yang efektif untuk pengembangan
industri pertahanan, serta upaya untuk
mengurangi  ketergantungan  pada
komponen impor dan meningkatkan
penguasaan iptek bidang pertahanan.
Selain itu, penelitian selanjutnya juga

dapat  melibatkan analisis lebih
mendalam tentang kerjasama dengan
mitra internasional dalam transfer

teknologi dan produksi bersama, serta
strategi untuk meningkatkan daya saing
global industri pertahanan Indonesia.
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